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PENETAPAN
Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Cjr

PPN VO [P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penti Susanti Binti Usup S, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Kampung Pasir Ginung RT. 02 RW. 04 Desa Padaasih
Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Deden Erlan Sundata SH,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum D.Erlan
Sundata, SH & Rekan yang beralamat di Sekretariat DPD JI. KH.
Abdullah Bin Nuh No. 9 Cianjur Jawa Barat berdasarkan surat
Kuasa khusus Nomor 067/DES-R/SKK/III/2022 tanggal 24 Maret
2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
861/1089/RSK/2022/PA.CJR tanggal 04 April 2022, sebagai
Penggugat;

melawan

Indra Bin Enur, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Semplak
Seremped Sukamaju RT 04 RW 05 Kelurahan Semplak
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 April 2022 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Cianjur dengan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 04 April 2022,

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Cijati
Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0090/020/111/2014, tanggal 31 Maret 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dan hidup bersama di Kampung Negleng RT. 05 RW. 03
Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi, dan telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bemama : Sivia Putri, Sukabumi, 13 April 2015,
perempuan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2016 keharmonisan
tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat mempunyai
hubungan dengan wanita lain.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi karena
sebab di atas, akhimya antara Penggugat dengan Tergugat pada
tanggal 5 Januari 2017 berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan
kediaman bersama, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang
lebih 5 (lima) tahun, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami
isteri hingga sekarang ;

6. Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat telah
mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki

kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah, dan juga telah
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dilakukan upaya musyawarah antara keluarga Penggugat dan keluarga
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta Tergugat pun telah menjatuhkan
talak secara dibawah tangan terhadap Penggugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi membina dan
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan.

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi
Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 hunf (b) dan (f) Peraturan
Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi
Presiden RI No. 1 tahun 1991.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (Indra Bin Enur)
terhadap Penggugat (Penti Susanti Binti Usup S);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum Deden Erlan Sundata SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Sekretariat DPD JI. KH. Abdullah Bin Nuh No. 9 Cianjur
Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 067/DES-R/SKK/II1/2022
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tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
861/1089/RSK/2022/PA.CJR tanggal 04 April 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 11 April
2022 yang dibacakan di dalam sidang, dan ternyata bahwa Tergugat tidak
dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis
hakim Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan kepada
majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 24 MAret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 861/1089/RSK/2022/PA.CJR
tanggal 04 April 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR
jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan
Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat

merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim
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dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk
beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa temyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata Tergugat tidak
dikenal pada alamatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar
agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata
berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyampaikan
permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
1089/Pdt.G/2022/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp445000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Zulfar sebagai
Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Rifgi Muhammad
Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H Drs. Zulfar
Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.
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Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp. 60.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp.325.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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